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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Prioritas Rumah tidak layak huni pada 16 kelurahan tersebut telah sesuai dengan kriteria 

pada Peraturan Menteri No.13 Tahun 2016 tentang bantuan stimulant rumah swadaya yang 

mana tinjauan tersebut digunakan untuk mengetahui prioritas utama yang harus dilakukan 

penanganan hal tersebut telah di lakukan penelitian untuk megetahuai prioritas tersebut.untuk 

lebih jelasnya sebagai berikut 

• Prioritas I sebagai penanganan utama yang perlu di tanganin sebab memiliki masalah 

terkait jenis lantai, jenis dinding, jenis atap, mck, dan sumber air  yang 

kondisinya  tidak baik. Maka dari itu terdapat di 2 kelurahan yaitu kelurahan 

pasar baru, dan kelurahan bala  

• Jika prioritas satu sudah ditangani maka di lanjutkan dengan penanganan pada 

prioritas II yang memiliki masalah terkait luas bangunan, jenis dinding, dan mck 

yang kondisinya tidak baik. Prioritas II berada di kelurahan bukit surungan, 

Kelurahan kampung manggis, Kelurahan silaing bawah, Kelurahan tanah 

hitam. Kelurahan ekor lubuk , Kelurahan Pasar Usang , Kelurahan koto 

Panjang ,Kelurahan koto katik, Kelurahan ngalau,dan Kelurahan sigando 

• Jika prioritas III sudah ditangani maka di lanjutkan dengan penanganan oada prioritas 

III yang memiliki masalah terkait luas bangunan, dan jenis dinding yang 

kondisinya tidak baik.. Prioritas III berada di kelurahan Kelurahan silaing atas 

Kelurahan guguk malintang Kelurahan tanah pak lambiak  

5.2 Saran  

Saran dari hasil penelitian ini sebagai berikut: 

A. Dilakukan Peningkatan kualiatas rumah dari tidak layak huni ke layak huni 

dibutuhkan ketepatan data dalam menentukan penanganan yang sesuai pada 

prioritas penangananya.  

B. Dilakukan pemberian insentif untuk memperbaiki rumah tidak layak huni di 

kota padang Panjang. 

C. Prioritas dijadikan acuan dalam program bantuan kepada Rumah Tidak 

Layak Huni (RTLH) 
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